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BABI

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Anakadalahasetbangsamerupakanpenerusperjuangandancita-

citabangsa,selayaknyamendapatkanbimbingandalam pertumbuhannya.

Berhak pula atas perlindungan terhadap segala macam ancaman,

hambatan,ataupungangguanterhadappertumbuhandanperkembangan

-nya.Sebagaigenerasipenerusbangsayangmembutuhkanperlindungan

hukum khususyangberbedadariorangdewasa,dikarenakanalasanfisik

danmentalanakyangbelum dewasadanmatang.1

Padadasarnyasuatukejahatanatautindakpidanaitudapatterjadi

padasiapapundandapatdilakukanolehsiapasajabaikpria,wanita,

maupunanak-anak.Anakadalahgenerasipenerusbangsadanpenerus

pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek

pembangunanyangberkelanjutandanpemegangkendalimasadepan

suatunegara,tidakterkecualiIndonesia.PerlindunganAnakIndonesia

berartimelindungipotensisumberdayainsanidanmembangunmanusia

Indonesiaseutuhnya,menujumasyarakatyangadildanmakmur,materiil

spiritualberdasarkanPancasiladanUndang-UndangDasar1945.2

1Nashriana,2011,PerlindunganHukum PidanaBagiAnakdiIndonesia,
RajawaliPers.Jakarta,hlm.1.

2Ibid,.
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Ketentuan UUD 1945 tersebut kemudian dijabarkan dalam

berbagaiperaturanperundang-undanganantaralainUndang-undangNo.4

tahun1979tentangKesejahteraanAnak,Undang-undangNo.11tahun

2012tentangSistem PeradilanPidanaAnak,Undang-undangnomor35

tahun2014tentangperubahanatasUndang-undangnomor23tahun

2002tentangPerlindunganAnak.3

Undang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaPasal28Bayat

(2)mengatursecarategasmengenaihaksetiapanakataskelangsungan

hidup,tumbuhdanberkembangnyasertaberhakatasperlindungandari

kekerasandandiskriminasi.Ketentuantersebutditindaklanjutidalam

Undang-undangNomor35Tahun2014tentangPerlindunganAnakPasal

23ayat(1)yangberisi:

“Negara dan pemerintah menjamin perlindungan,pemeliharaan,dan

kesejahteraananakdenganmemperhatikanhakdankewajibanorangtua,

wali,atauoranglainyangsecarahukum bertanggungjawabterhadap

anak.Berdasarkan KonvensiHak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa

tahun1989jugatelahdiuraikansecarajelasmengenaihakanakyaitu:

hakuntukbermain,hakuntukmendapatkan perlindungan,hakuntuk

mendapatkan nama (identitas), hak untuk mendapatkan status

kebangsaan,hakuntukmendapatkanmakanan,hakuntukmendapatkan

akses kesehatan, hak untuk mendapatkan rekreasi, hak untuk

3Ibid.,hlm.2.
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mendapatkan kesamaan, dan hak untuk memiliki peran dalam

pembangunan”.

Perlindungan hukum,bagianakdapatdiartikan sebagaiupaya

perlindunganhukum terhadapberbagaikebebasandanhakasasianak

(fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai

kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.Kegiatan

perlindungan anakmerupakan suatu tindakan hukum yang berakibat

hukum.Oleh karena itu,perlu adanya jaminan hukum bagikegiatan

perlindungananak.Kepastianhukum perludiusahakandemikegiatan

kelangsunganperlindungananakdanmencegahpenyelewenganyang

membawa akibatnegatifyang tidak diinginkan dalam pelaksanaan

kegiatan perlindungan anak.Untuk itu,kegiatan perlindungan anak

setidaknya memilikidua aspek.Aspek pertama,berkaitan dengan

kebijakandanperaturanperundang-undanganyangmengaturmengenai

perlindungan hak-hak anak.Aspek kedua,menyangkutpelaksanaan

kebijakandanperaturan-peraturantersebut.4

Perlindungan anak tersebut bertujuan untuk menjamin

terpenuhinya hak-hak anak agar hidup,tumbuh,berkembang dan

berpartisipasisecara optimalsesuaidengan harkat dan martabat

kemanusiaan,sertamendapatperlindungandariupayaeksploitasisecara

ekonomimaupunseksualterhadap anak.Dalam konteksperlindungan

4Ibid.,hlm.3.
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anakyangsebelumnyadiaturdalam Undang-undangNo.35tahun2014

tentang Perlindungan Anak,di dalamnya terdapat unsur-unsur

perlindunganhukum terhadaphak-hakasasianak.

Salahsatunyadalam Pasal6Undang-undangNo.35tahun2014

tentangPerlindunganAnakmengaturbahwa,“Setiapanakberhakuntuk

beribadahmenurutagamanya,berpikir,danberekspresisesuaidengan

tingkatkecerdasandanusianyadalam bimbinganorangtuaatauwali”.

PadaPasal1angka(12)Undang-undangNo.35tahun2014disebutkan

bahwa “hakanakadalah bagian darihakasasimanusia yang wajib

dijamin,dilindungi,dandipenuhiolehOrangTua,Keluarga,Masyarakat,

Negara,Pemerintah,danPemerintahDaerah”.5

Perlindungan anakmenurutPasal1 angka (2)Undang-undang

no.35tahun2014tentangperlindungananakyaitu“Segalakegiatanuntuk

menjamindanmelindungianakdanhak-haknyaagardapathidup,tumbuh,

berkembangdanberpartisipasisecaraoptimalsesuaidenganharkatdan

martabatkemanusiaan,serta mendapatperlindungan darikekerasan

diskriminasi”.6

Undang-undangtersebutmenjadidasardanacuanbagiparapihak

khususnya negara saat melakukan kewajibannya memenuhi,

5RepublikIndonesia,Undang-UndangNo.35Tahun2014tentangPerubahan
AtasUndang-UndangNo.23Tahun2002tentangPerlindunganAnak,Pasal1,angka
(12).

6RepublikIndonesia,Undang-UndangNo.35Tahun2014tentangPerubahan
AtasUndang-UndangNo.23Tahun2002tentangPerlindunganAnak,Pasal1,angka
(2).
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menghormatidan melindungihak-hak anak.Prinsip-prinsip tersebut

antaralain:

1)Prinsipnon-diskriminasi,prinsipinimewajibkannegaraagarsemua

anakyang berkonflikdengan hukum mendapatkan perlakuan yang

sama;

2)Prinsipkepentinganterbaikanak,prinsipkepentinganterbaiksecara

sistematisdenganmempertimbangkanhak-hakanakdankepentingan

anak akan dipengaruhioleh keputusan dan tindakan badan-badan

tersebut;

3)Prinsipasaskeberlangsunganhidupdanperkembangannya;

4)Prinsippenghargaanterhadapanak.

Upaya dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan

perlindungan,perluperanan darimasyarakat,baik melaluilembaga

perlindungananak.Dalam KonvensiHakAnakterdapat4(empat)prinsip

umum yang keagamaan, lembaga masyarakat, organisasi

kemasyarakatan,organisasisosial,atau lembaga pendidikan.Dengan

diundangkannya Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang

perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak diharapkan sebagaimana peran pemerintah,

masyarakatdan orang tua dalam mengatasieksploitasipada anak

sebagairegulatorpemerintah yang mempunyaiperanan yang sangat

pentingdalam menetapkankebijakanyangmenguntungkandanberpihak
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padapenegakanhakasasimanusiaterutamaanak.7

Didalam Pasal59AUndang-undangnomor35tahun2014tentang

perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak,perlindungan khususbagianakdilakukan melalui

upaya:

1)Penangananyangcepattermasukpengobatandan/ataurehabilitasi

secara fisik,psikis dan sosial,serta pencegahan penyakit dan

gangguankesehatanlainnya;

2)Pendampinganpsikososialpadasaatpengobatansampaipemulihan;

3)Pemberianbantuansosialbagianakyangberasaldarikeluargatidak

mampu;

4)Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses

peradilan.

Anakmerupakantumpuanharapanbangsa,negara,masyarakat,

ataupunkeluarga,olehkarenakondisinyasebagaianak,makadiperlukan

perlakuankhususagardapattumbuhdanberkembangsecarawajarbaik

fisikmentaldanrohaninya.8

Perdagangananak(childtrafficking)adalahtindakanperekrutan,

pengangkutan,penampungan,pengiriman,pemindahan,ataupenerimaan

7CandraGautama,2000,KonvensiHakAnak,LembagaStudiPersdan
Pembangunan(LLSP)&TheAsiaFoundation.Jakarta,hlm.2.

8DarwanPrints,1997,Hukum AnakIndonesia,CitraAdityaBhakti.Bandung,
hlm.98.
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seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,

penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan

kekuasaanatauposisirentan,penjeratanutangataumemberibayaran

atau manfaat,sehingga memperoleh persetujuan dariorang yang

memegangkendaliatasoranglaintersebut,baikyangdilakukandidalam

negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau

mengakibatkanorangtereksploitasi.9

Isuperdagangananak(childtrafficking)yangmarakdibicarakan

saat ini sebaiknya jangan dipandang sebelah mata. Jaringan

perdaganganorangtidakdapatdipisahkandaribatas-batasnegarayang

semakinmudahdilintasi.Merekamempunyaijaringanlintasnegarayang

terstrukturrapihdansangatrahasiakeberadaannya.Permasalahanini

munculakibatdaribeberapaaspeksalahsatunyayangmendasariadalah

aspekekonomisepertibanyaknyatingkatpenganggurandankemiskinan

yangsemakinmeluasdiIndonesia.10

PerdagangananakdiIndonesiasangatmemperihatinkan.Menurut

KomisiNasionalPerlindunganAnak(KOMNASPA)terjadipeningkatan

sindikatperdaganganbayiyangangkanyalebihdari400bayi.Mereka

diperdagangkan baik didalam negeri maupun luar negeri.Tujuan

9RepublikIndonesia,Pasal1ayat(1)Undang-UndangNo.21Tahun2007
tentangPemberantasanTindakPidanaPerdaganganOrang,(LNTahun2007No.58,
TLNNo.4720).

10Republika.23-12-2015.Kekerasan Terhadap Anak Makin Meningkat.
Sumber:http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=227786&kat_id=6&kat=idl=&
kat_id2=,diaksespada8desember2016.
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perdagangananakselainuntukprostitusi,adopsiillegal,narkoba,dan

penjualanorgantubuh.Merekabukanhanyadijualdidalam negeritapi

jugakeluarnegerisepertiSingapura,Malaysia,Taiwan,Hongkong,Inggris,

BruneiDarussalam,Jerman,danKanada.11

Perdagangan anak telah dikriminalisasikan dalam hukum

Indonesia.Perdagangandisebutsecaraeksplisitdalam KitabUndang-

undangHukum Pidana(KUHP)danUndang-undangnomor39tahun1999

tentangHakAsasiManusiasebagaiberikut:

Pasal297KUHP menyatakanbahwa:“Perdaganganwanitadan

perdagangananaklaki-lakiyangbelum dewasa,diancam denganpidana

penjarapalinglamaenam tahun”.12

Pasal65Undang-undangnomor39tahun1999tentangHakAsasi

Manusia menyatakan bahwa:“Setiap anak berhak untuk memperoleh

perlindungandarikegiataneksploitasidanpelecehanseksual,penculikan,

perdagangananak,sertadariberbagaibentukpenyalahgunaannarkotika,

psikotopika,danzatadiktiflainnya.”

Pasal65diatastidakadasanksiyangtercantum bagipelanggar

pasal ini.Walaupuntelahdinyatakansecaraeksplisit dan

telahdikriminalisasi-

kan,tetapitidakadadefinisiresmitentangperdagangandidalam Pasal 297

11Ibid,.
12 AndiHamzah,2011,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab

Undang-UndangHukumAcaraPidana,Cet.17RinekaCipta.Jakarta,hlm.119.
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KUHPataudidalam Undang-undangnomor39tahun1999tentanghak

asasimanusia,sehinggadalam praktiknyapasal-pasalinisulituntuk

digunakan.13

Keluargaadalahunitterkecildalam masyarakatyangterdiriatas

suamiistri,atausuamiistridananaknya,atauayahdananaknya,atauibu

dananaknya,ataukeluargasedarahdalam garisluruskeatasatauke

bawahsampaidenganderajatketiga.Orangtua(ayahdanibu)sangat

berperanpentingdalam masapertumbuhananaknya,olehkarenaitu

orangtuaberkewajibandanbertanggungjawabuntuk:14

a)mengasuh,memelihara,mendidik,danmelindungianak;

b)menumbuhkembangkananaksesuaidengankemampuan,bakat,dan

minatnya;

c)mencegahterjadinyaperkawinanpadausiaanak;

d)memberikanpendidikankarakterdanpenanamannilaibudipekerti

padaanak.

Padakasusyangpertama,PutusanNomor1907/Pid.Sus/2015/PN

Plg (Perlindungan Anak),bahwa terdakwa FeriSetiawan Bin Abdul

RahmanFaisalpadahariRabu,tanggal26Agustus2015sekirapukul

15.30Wibatausetidak-tidaknyapadawaktulainpadabulanagustus

13Farhana,2010,Aspek Hukum Perdagangan Orang diIndonesia,Sinar
Grafika.Jakarta,hlm.10.

14RepublikIndonesia,Undang-UndangNo.35Tahun2014tentangPerubahan
AtasUndang-UndangNo.23Tahun2002tentangPerlindunganAnak,Pasal26.ayat
(1).Hurufa,b,c,dand.
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2015bertempatdiPasarLemabangPalembangatausetidak-tidaknyadi

suatu tempatyang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri

Palembangyangberwenangmemeriksadanmengadiliperkaraini,“telah

menempatkan,membiarkan,melakukan,menyuruhmelakukan,atauturut

serta melakukan penculikan,penjualan,dan/atau perdagangan anak”

yaituanakFennyAnatasiayangberumur3(tiga)tahundan6(enam)

bulan,perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan amarputusan

sebagaiberikut:15

Perbuatanterdakwadilakukankepadaanakkandungnyasendiri

yangseharusnyaterdakwaberkwajibanmenjagadanmelindunginyadan

perbuatan terdakwatelah meresahkan masyarakatdimanaperbuatan

terdakwatersebutadalahperbuatanyangsangattercela.

Majelishakim lalumenjatuhkanpidanaterhadapterdakwaoleh

karenaitudenganpidanapenjaraselama9(sembilan)tahundandenda

sebesar Rp.60.000.000,-(enampuluh juta rupiah) dengan ketentuan

apabiladendatidakdibayardigantidenganhukumankurunganselama3

(tiga)bulandanmembebaniterdakwauntukmembayarbiayaperkara

selamaprosesperadilantingkatpertamainisebesarRp.5.000,-(limaribu

rupiah).

Pada kasus kedua Putusan Nomor149/Pid.Sus/2015/PN Tbh,

15KepaniteraanMahkamahAgungRepublikIndonesia,2015,Putusannomor
1907/Pid.Sus/2015/PN Plg (Perlindungan Anak),putusan.mahkamahagung.go.id,
diunduhpada7desember2016.
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Bahwa Terdakwa Miswanto Alias Iwan Bin Tukiran,pada hariRabu

tanggal22April2015sekirapukul08.00WIBbertempatdirumahsaksi

JamriAlias Ijam Bin Misran (diajukan dalam perkara terpisah)yang

terletakdiJalanSKBLorongMargoMulyoKelurahanTembilahanHilir

Kecamatan Tembilahan Kabupaten IndragiriHilir-Riau atau setidak-

tidaknyapadasuatutempatyangmasihtermasukdalam daerahhukum

PengadilanNegeriTembilahan,menempatkan,membiarkan,melakukan,

menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan,

penjualan,danatauperdagangananakyaitusaksikorbanAyuWulandari

yang masih berumur2 (dua)tahun dan 6 (enam)bulan,perbuatan

tersebutdilakukanTerdakwadenganamarputusanantaralainsebagai

berikut:16

Majelishakim menjatuhkanpidanakepadaterdakwaMiswanto

AliasIwanBinTukirandenganpidanapenjaraselama4(empat)tahun

danpidanadendasebesarRp60.000.000,00(enam puluhjutarupiah)

dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayarpidana denda

tersebutmakadigantidenganpidanakurunganselama3(tiga)bulandan

membebankan kepada terdakwa untuk membayarbiaya perkara ini

sebesarRp.5000,00(limariburupiah);

Penegakanhukum dewasainidapatdikatakanbelum memenuhi

16KepaniteraanMahkamahAgungRepublikIndonesia,2015,Putusannomor
149/Pid.Sus/PN Tbh,putusan.mahkamahagung.go.id,diunduh pada 7 desember
2016.
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harapan,bukanhanyakarenamasalahprofesionalismeaparatpenegak

hukum yangdipertanyakantetapijugamasalahperaturanperundang-

undangan serta masalah ketersediaan sarana dan prasarana

pendukungnya.17

Prosespenegakanhukum tidakakanpernahterlepasdariupaya

kebijakan politik kriminal, karena kebijakan kriminal atau upaya

penanggulangan kejahatan itu merupakan bagian integraldariupaya

perlindungan masyarakat (social defense) dan upaya pencapaian

kesejahteraanmasyarakat(socialwelfare).18

Dengandemikian,harusdipahamibahwakebijakanpolitikkriminal

sebagaiupaya penanggulangan kejahatan juga harus didukung oleh

aparatpenegakhukum,perlindunganmasyarakat(socialdefense)dan

kesejahteraanmasyarakat(socialwelfare).Sehinggatidakadalagiorang

yangmemperdagangkananak(childtrafficker)apalagiorangtuayang

menjualanakkandungnyasendiri.

Dariadanya permasalahan diatas,maka penulis berkeinginan

menyusun sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsiyang berjudul

“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana

PerdaganganAnak”(Analisis Terhadap Putusan Nomor

1907/Pid.Sus/2015/PN PlgdanPutusanNomor149/Pid.Sus/2015/PN

17 SatjiptoRarjo,2006,MembedahHukumanProgresif,Kompas.Jakarta,
hlm.122.

18Ibid.,hlm.124.
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Tbh).

B. Permasalahan

1.Apa menjadidasarpertimbangan hakim dalam memutus suatu

perkara perdagangan anak pada putusan nomor

1907/Pid.Sus/2015/PN Plg dan pada putusan nomor

149/Pid.Sus/2015/PNTbh?

2.Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak

pidanaperdagangananakditinjaudaritujuanpemidanaan?

C. TujuanPenelitian

Adapuntujuanyanghendakdicapaidalam penelitianiniadalah:

1.Untukmengetahuidasarpertimbanganhakim dalam memutussuatu

perkara perdagangan anak pada putusan nomor

1907/Pid.Sus/2015/PN Plg dan pada putusan nomor

149/Pid.Sus/2015/PNTbh.

2.Untuk mengetahuipertanggungjawaban pidana terhadap pelaku

tindakpidanaperdagangananakditinjaudaritujuanpemidanaan.

D. ManfaatPenelitian

Selaintujuanpenelitiandiatas,dalam penulisanhukum inipenulis

jugamengharapkanadanyasuatumanfaatyangdapatdiperoleh.Adapun

manfaatyangdidapatdaripenelitianiniterbagimenjadi:

1. ManfaatTeoritis
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Manfaatteoritis daripenelitian iniadalah dapatmengetahui

pertanggungjawabanpidanaterhadappelakutindakpidanaperdagangan

anak ditinjau daritujuan pemidanaan,sehingga dengan demikian

diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan tambahan

pengetahuan bagiperkembangan ilmu hukum pada umumnya dan

perkembangan ilmu hukum tindak pidana perdagangan anak pada

khususnya.

2. ManfaatPraktis

Manfaatpraktis daripenelitian iniadalah sebagaitambahan

pengetahuandanwawasanbagipenulismengenaihukum pidanapada

umumnyadanhukum tindakpidanaperdagangananakpadakhususnya,

serta dapatmengetahuidasarpertimbangan hakim dalam memutus

suatu perkara perdagangan anak pada Putusan Nomor

1907/Pid.Sus/2015/PN Plg dan pada Putusan Nomor

149/Pid.Sus/2015/PNTbh.

E. RuangLingkupPenelitian

Ruanglingkuppenelitianiniadalahdarikajianbidangilmuhukum

pidana khususnya mengenaipertanggungjawaban pidana terhadap

pelakutindakpidanaperdagangananakditinjaudaritujuanpemidanaan

serta dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara

perdagangananakpadaPutusanNomor1907/Pid.Sus/2015/PNPlgdan

padaPutusanNomor149/Pid.Sus/2015/PNTbh.
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F. KerangkaTeori

1. TeoriPertanggungjawabanPidana

Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan

bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan seseorang telah

melakukanatautidakmelakukanperbuatan-perbuatanyangdilarangoleh

undang-undang dan tidak dibenarkan oleh

masyarakat.Pertanggungjawaban juga dapatdiartikan sebagaiakibat

lebihlanjutyangharusditanggungolehorangyangtelahbersikaptindak,

baik bersikap tindak yang selaras dengan hukum maupun yang

bertentangan dengan hukum.Pertanggungjawaban pidana pada

hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum

pidanauntukbereaksiterhadappelanggaranataskesepakatanmenolak

suatuperbuatantertentu.19

Berdasarkan negara-negara yang menganut sistem hukum

“commonlaw system”,padaprinsipnyatidakmemlikiperbedaanyang

fundamental dengan “civil law system”. Hukum pidana Inggris

mensyaratkan bahwa “pada prinsipnya setiap orang yang melakukan

kejahatandapatdipertanggungjawabkanatasperbuatannya,kecualiada

sebab-sebabyangmeniadakanpenghapusanpertanggungjawabanyang

19TriAndrisman,2006,Asas-AsasdanDasarAturanUmum Hukum Pidana
Indonesia,FakultasHukum UniversitasLampung.BandarLampung,hlm.103.
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bersangkutan(exemptionsfrom liability)”.20

Pertanggungjawabantermasukunsurkesalahan(schuld)karena

untukdapatdipidanaperluadanyakesalahan,haltersebutsesuaidengan

asasdalam hukum pidana yaitu tidakdapatdipidana jika tidakada

kesalahan,sedangkankesalahanbukanlahsudutpengertiannormatif.

Perbuatanpidanayaitukelakuandanakibat,yanglazim disebutdengan

actusreus,sedangkanunsurpertanggungjawabanpidanaadalahbentuk-

bentukkesalahanyangterdiridarikesengajaan(dolus)dankealpaan

(culpa)sertatidakadanyaalasanpemaaf.21

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila

memenuhi3(tiga)syarat,yaitu:22

a.Dapatmenginsyafimaknadariperbuatannya;

b.Dapatmenginsyafibahwaperbuatannyaitutidakdapatdipandang

patutdalam pergaulanmasyarakat;

c.Mampu untukmenentukan niatatau kehendakdalam melakukan

perbuatan;

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggarhukum,dan dapat

dikenakansanksipidanamakaharusdipenuhiduaunsuryakniadanya

unsurperbuatanpidana(actusreus)dankeadaansifatbatinpembuat

20 RomliAtmasasmita,2009,Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer,
FikahatiAneska.Jakarta,hlm.93.

21 Moeljatno,1983,Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam
Hukum Pidana,BinaAksara.Jakarta,hlm.189.

22 RoeslanSaleh,1983,PerbuatanPidanaDanPertanggungjawabanPidana;
DuaPengertianDasarDalam Hukum Pidana,AksaraBaru.Jakarta,hlm.80.
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(mensrea).Kesalahan(schuld)merupakanunsurpembuatdelik,jadi

termasuk unsurpertanggung-jawaban pidana yang mana terkandung

maknadapatdicelanyasipembuatatasperbuatannya.23

Unsur-unsur pidana sebagai dasar pertanggungjawaban

merupakankesalahanyangterdapatpadajiwapelakudalam hubungan

dengankelakuannyayangdapatdipidanadanberdasarkankejiwaannya

pelakudapatdicelakarenakelakuannya.

Dengankatalain,hanyadenganperbuatanyangdilarangtersebut

dapatdipertanggungjawabkansiPelaku,sebagaimanadimaksuddalam

Pasal44ayat(1)KUHPyaitu:“Barangsiapamelakukanperbuatanyang

tidak dapatdipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat

dalam pertumbuhanatauterganggukarenapenyakit,tidakdipidana”.

2. TeoriPertimbanganHakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting

dalam menentukan terwujudnya nilaidarisuatu putusan hakim yang

mengandungkeadilan(exaequoetbono)danmengandungkepastian

hukum,disampingitujugamengandungmanfaatbagiparapihakyang

bersangkutansehinggapertimbanganhakim iniharusdisikapidengan

teliti,baik,dancermat.Apabilapertimbanganhakim tidakteliti,baik,dan

cermat,maka putusan hakim yang berasaldaripertimbangan hakim

23 AndiZainalAbidin,1987,Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama,
Alumni.Bandung,hlm.72.
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tersebutakandibatalkanolehPengadilanTinggi/MahkamahAgung.24

Putusan hakim merupakan puncakklimaksdarisuatu perkara

yangsedangdiperiksadandiadiliolehseoranghakim.Hakim memberikan

keputusannyamengenaihal-halsebagaiberikut:25

a.Keputusanmengenaiperistiwanya,apakahterdakwatelahmelakukan

perbuatanyangdituduhkankepadanya.

b.Keputusanmengenaihukumnya,apakahperbuatanyangdilakukan

terdakwaitumerupakansuatutindakpidanadanapakahterdakwa

bersalahdandapatdipidana.

c.Keputusanmengenaipidananya,apabilaterdakwamemangdapat

dipidana.

PeraturanPerundang-UndanganNomor48Tahun2009tentang

KekuasaanKehakiman,Pasal8Ayat(1)menyebutkan:“setiaporang

yangdisangka,ditangkap,ditahan,dituntut,danataudihadapkandimuka

sidangpengadilan,wajibdianggaptidakbersalahsampaiadanyaputusan

pengadilandanmenyatakankesalahannyadanmemperolehkekuatan

hukum tetap”.

Adabeberapa teoriyang digunakan oleh hakim tersebutdalam

memutussuatuperkara.MenurutMackenzie,adabeberapateoriatau

pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam

24MuktiArto,2004,PraktekPerkaraPerdatapadaPengadilanAgama,Cet.V
PustakaPelajar.Yogyakarta,hlm.140.

25Sudarto,1986,Hukum danHukum Pidana,Alumni.Bandung,hlm.74.
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mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara,yaitu

sebagaiberikut:26

1)TeoriKeseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah

keseimbanganantarasyarat-syaratyangditentukanolehundang-undang

dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkutatau berkaitan dengan

perkara.

2)TeoriPendekatanSenidanIntuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau

kewenangandarihakim.Sebagaidiskresi,dalam penjatuhanputusan,

hakim akanmenyesuaikandengankeadaandanhukumanyangwajar

bagisetiappelakutindakpidanaataudalam perkaraperdata,hakim akan

melihatkeadaanpihakyangberperkara,yaitupenggugatdantergugat,

dalam perkara perdata,pihak terdakwa atau PenuntutUmum dalam

perkarapidana.Penjatuhanputusan,hakim mempergunakanpendekatan

seni,lebihditentukanolehinstinkatauintuisidaripadapengetahuandari

hakim.

3)TeoriPendekatanKeilmuwan

Titiktolakdariilmuiniadalahpemikiranbahwaprosespenjatuhan

pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian

khususnyadalam kaitannyadenganputusan-putusanterdahuludalam

26AhmadRifai,2010,PenemuanHukum,SinarGrafika.Jakarta,hlm.102.
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rangkamenjaminkonsistensidariputusanhakim.

4)TeoriPendekatanPengalaman

Pengalaman dariseorang hakim merupakan halyang dapat

membantunya dalam menghadapiperkara-perkara yang dihadapinya

sehari-hari.

5)TeoriRatioDecindendi

Teoriinididasarkanpadalandasanfilsafatyangmendasaryang

mempertimbangkansegalaaspekyangberkaitandenganpokokperkara

yangdisengketakankemudianmencariperaturanperundang-undangan

yangrelevandenganpokokperkarayangdisengketakansebagaidasar

hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus

didasarkan pada motivasiyang jelas untukmenegakkan hukum dan

memberikankeadilanbagiparapihakyangberperkara.

6)TeoriKebijaksanaan

Aspek teoriinimenekankan bahwa pemerintah,masyarakat,

keluarga dan orang tua ikutbertanggungjawab untuk membimbing,

membina,mendidikdanmelindungiterdakwa,agarkelakdapatmenjadi

manusiayangbergunabagikeluarga,masyarakatdanbangsanya.

3. TeoriPemidanaan

MenurutMarlinaberbicaramasalahpidanatentutidakterlepas

daripembicaraan mengenaipemidanaan,didalam bukunya Hukum

Penitensier, dikutip pendapat dari Sudarto mengatakan bahwa :
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”Perkataan pemidanaan sinonim dengan istilah penghukuman,

penghukumansendiriberasaldarikatahukum sehinggadapatdiartikan

sebagaipenetapanhukum ataumemutustentanghukuman(berechten).

Menetapkanhukum inisangatluasartinya,tidakhanyadalam lapangan

hukum pidanasajatetapipadabidanghukum lain.Olehkarenaistilah

tersebutharusdisempitkanartinya,yaknipenghukumandalam perkara

pidanayangkerapkalisinonim denganpemidanaanataupemberianatau

penjatuhanpidanaolehhakim.27

M.Sholehuddin menyebutkan tiga perspektif filsafat tentang

pemidanaan.28

1)Perspektifeksistensialismetentangpemidanaan.Penganutpaham ini

berpendapatbahwaeksistensiindividuditandaiolehadanyakebebesan.

AlbertCamussalah satu tokohnya mengatakan bahwa kebebasan

mutlaktidakpernah ada,kebebasan dalam pelaksanaaanya harus

selaludikaitkandanmemperhatikankebebasanindividulain.Hukum

danpidanamerupakansaranauntukmemeliharadanmeningkatkan

kebebesan individu dalam masyarakat.Hak untuk menjaga dan

memeliharakebebasanitudiserahkankepadanegarauntukmemidana.

MenurutCamus,pelakukejahatantetapmenjadihumanoffender,dan

sebagaimanusiadiaselalu bebasmempelajarinilai-nilaibaru dan

27Marlina,2011,Hukum Penitensier,PT.RefikaAditama.Bandung,hlm.33.
28Ibid.,hlm.35.
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adaptasibaru.Pengenaan sanksidapatdibenarkan hanya apabila

diperhitungkanmemilikikemampuanuntukmendidikkembaliseorang

pelanggardandengancarabegituakanmengembalikannyakedalam

masyarakatsebagaimanusia yang utuh.Oleh karena itu,menurut

kamus pemidanaan bersifatrehabilitasiyaitu dengan pendidikan

kembali(re-edukasi).Pemidanaan berusaha melindungidan mejaga

gunamengurangikebebasankriminal.

2)Perspektif sosialisme tentang pemidanaan. Menurut faham ini,

pemidanaan berpangkal tolak dari kepentingan negara, bukan

individu.Hukum pidanaSovietmenetapkankepentingannegaradan

ideologisebagaidasarkewenanganuntukmemidana.Pandanganini

menekankanasfeknegaradibandingkanindividuwarganya.Gerberdan

McAnanymenyebutkan,tidakadanyaperbedaanantarapelanggaran

yangdilakukankarenakelalaianmaupunkesengajaan,karenahukum

Sovietmenyatukanseluruhperbuatanyangdapatdipadanamenjadi

satu kategori,yaitu perbuatan berbahayadalam masyarakat.Hakim

dibiarkanmembedakankelalaiandankesengajaandanmenjatuhkan

sanksidalam hukum pidanamenurutsosial.

3)Pemidanaan ditinjau dariperspektifPancasila.Negara Indonesia

menganut paham ini.Falsafah Indonesia adalah Pancasila yang

menuntutkeseimbangandankeselarasanantarakepentinganindividu,

masyarakat,bangsa dan negara.Tanggungjawabpemidanaan tidak
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dapatdibedakansecarasertamertakepadapelakukejahatankarena

padadasarnyakejahatanitusendiritidakdapatdilepaskandarirealitas

kehidupan suatu masyarakat.Menurut faham ini hukum pidana

(temasuk pemidanaan) di Indonesia harus berorientasi kepada

kepentinganindividu(pelakukejahatan)dankepentinganmasyarakat,

termasukkorbankejahatan.

Penjatuhanpidanaditujukanuntukmencegahterjadinyakejahatan,

namundemikianmunculpertanyaankembali,apakahpemidanaandapat

dijadikaninstrumenpencegahankejahatan?Persoalaninimunculkarena

banyak anggapan bahwa pemidanaan bukan mengurangiterjadinya

kejahatan,tetapijustrumenambahdanmembuatkejahatansemangkin

marak terjadi.Pertanyaan ini juga memunculkan protes terhadap

kegagalan lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan fungsinya

sebagailembaga yang memberikan pembinaan terhadap narapidana,

agarnarapidanasetelahkeluardarimasapidananyadapatberintegrasi

denganbaikdilingkunganmasyarakat.29

Sistem peradilanpidanayangditerapkansaatinitampaknyamasih

menitikberatkanuntukmenjatuhkanhukumanbagiparapelakutindak

kejahatan sebagai balasan atas perbuatan yang telah

dilakukannya.Dengan titik beratsepertiini,dimensitindak kejahatan

sepertinyahanyadilihatdarisatusisi,yaitudarisisisipelakutindak

29Ibid.,hlm.40.
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kejahatanitusendiri.30

G.MetodePenelitian

Metodesecaraetimologidapatdiartikansebagaijalanataucara

melakukan atau mengerjakan sesuatu,sedangkan menurut istilah

metodemerupakantitikawalmenujuakhirdalam bidangpengetahuan

tertentu.31

Dalam penelitianhukum adaduajenispenelitian,yaitupenelitian

normatifdan penelitian empiris/sosiologis atau penelitian lapangan.

Penelitiannormatifadalahpenelitianhukum kepustakaan,dimanadalam

penelitianhukum normatifbahanpustakamerupakandatadasaryang

dalam penelitian digolongkan sebagaidata sekunder.Data sekunder

tersebutmemilikiruanglingkupyangsangatluas,sehinggameliputisurat

-suratpribadi,buku-bukuharian,sampaipadadokumen-dokumenresmi

yangdikeluarkanolehpemerintah.32

Sedangkan penelitian empirisatau sosiologisadalah penelitian

dengandatayangdiperolehsecaralangsungdarimasyarakatmengenai

perilakumasyarakatnya.33 Penelitianempirisatausosiologisterdiridari;

30Distia Aviandaridkk,2008,MembongkarIngatan BerbagiPengalaman,
Lembaga AdvokasiHak Anak (LAHA)bekerjasama dengan Yayasan Solidaritas
MasyarakatAnak(SEMAK),YayasanKalyanamandiradanSKEPO atasdukungan
TerredesHommesNetherlands,Bandung,hlm.3.

31BahderJohanNasution,2008,MetodePenelitianIlmuHukum,Mandar
Maju.Bandung,hlm.13.

32 SoerjonoSoekantodanSriMamudji,1995,PenelitianHukum Normatif
(SuatuTinjauanSingkat),Cet.IVRajaGrafindoPersada.Jakarta,hlm.23.

33 SoerjonoSoekanto,1986,PengantarPenelitianHukum,Cet.III,UIPress.
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penelitianterhadapidentifikasihukum (tidaktertulis),penelitianterhadap

efektifitashukum.

1. JenisPenelitian

Penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum

normatifyaitupenelitianyangberfokuspadanormahukum positifdan

dilakukan dengan cara mempelajari Putusan Nomor

1907/Pid.Sus/2015/PN Plg dan pada Putusan Nomor

149/Pid.Sus/2015/PN Tbh, Peraturan Perundang-Undangan, serta

peraturanlainyangberkaitandenganpermasalahanyangditelitiyaitu

pertanggungjawabanpidanaterhadappelakutindakpidanaperdagangan

anak ditinjau daritujuan pemidanaan dan apayang menjadidasar

pertimbanganhakim dalam memutusperkaratindakpidanaperdagangan

anak.Penelitianhukum normatifmenentukanlimatugasyaitudiskripsi,

sistematisasi,analisis,interprestasidanmenilaihukum positif.

2. SifatPenelitian

Ilmuhukum mempunyaikarakteryangkhas,yaitusifatnyayang

normatif,praktisdanpreskriptif.34“Sebagaiilmuyangbersifatpreskriptif,

ilmu hukum mempelajaritujuan hukum,nilai-nilaikeadilan,validitas

aturanhukum,konsep-konsephukum,dannorma-normahukum.Sebagai

ilmu terapan,ilmu hukum menentapkan standarprosedur,ketentuan-

Jakarta,hlm.51.
34PhilipusM.HadjondanTatiekSriDjatmiati,2005,ArgumentasiHukum,

GadjahMadaUniversityPress.Yogyakarta,hlm.1.
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ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum”.35

Penelitianyangdikajipenulisdalam penelitianinimerupakanpenelitian

yang bersifat preskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan

argumentasiatashasilpenelitianyangtelahdilakukan.

3. PendekatanPenelitian

Keterkaitannya dengan penelitian normatif,pendekatan yang

digunakan dalam penulisan hukum menurutPetermahmud Marzuki

adalahsebagaiberikut:36

1)Pendekatankasus(caseapproach)

2)Pendekatanperundang-undangan(statuteapproach)

3)Pendekatanhistoris(historicalapproach)

4)Pendekatanperbandingan(comparativeapproach)

5)Pendekatankonseptual(conceptualapproach)

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa

pendekatan diatas adalah pendekatan kasus (case approach),

pendekatan perundang-undangan (statute approach)dan pendekatan

perbandingan(comparative approach). Pendekatan kasus adalah

pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap

kasus-kasusyangberkaitandenganisuyangdihadapiyangtelahmenjadi

putusanpengadilanyangtelahmempunyaikekuatanhukum yangtetap.

35PeterMahmudMarzuki,2011,PenelitianHukum,KencanaPrenadaMedia
Group.Jakarta,hlm.22.

36Ibid.,hlm.93.
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Pendekatanperundangan-undanganadalahpendekatanyangdilakukan

denganpengkajiansemuaundang-undangdanregulasiyangbersangkut

paut dengan isu hukum yang ditangani. Sedangkan pendekatan

komparatifdilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu

negara,denganundang-undangdarisatuataulebihnegaralainmengenai

halyangsama.Selainitu,dapatjugadiperbandingkandisampingundang-

undangyaituputusanpengadilandibeberapanegarauntukkasusyang

sama.37

Kegunaan dalam pendekatan iniadalah untuk memperoleh

persamaan dan perbedaan diantara undang-undang tersebut.Halini

untukmenjawabmengenaiisuhukum antaraketentuanundang-undang

denganfilosofiyangmelahirkanundang-undangitu.Dengandemikian

perbandingantersebut,penelitiakanmemperolehgambaranmengenai

konsistensiantarafilosofidanundang-undangdibeberapanegara.Halini

sama juga dapat dilakukan dengan memperbandingkan putusan

pengadilanantarasuatunegaradengannegaralainuntukkasusserupa.38

4. SumberDataPenelitian

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian iniadalah data

kualitatifbukandatakuantitatif.Datakualitatifyaitupenelitianyangdata

umumnyadalam bentuknarasiataugambar-gambar.Sedangkandata

37Ibid.hlm.95.
38Ibid,.
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kuantitatif adalah data yang dapat diukur sehingga data dapat

menggunakanstatistikdalam pengujiannya.39

Dalam pengumpulandatakualitatif,adadatayangberupabahan

hukum yangterdiridari:

1)BahanHukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang

mengikat.40Adapunbahanhukum primeryangpenulisgunakanyaitu:

a)PutusanNomor1907/Pid.Sus/2015/PNPlg

b)PutusanNomor149/Pid.Sus/2015/PNTbh

c)Undang-UndangDasar1945

d)Undang-UndangNomor35Tahun2014tentangperubahanatas

Undang-UndangNomor23Tahun2002tentangPerlindungan

Anak

e)Undang-Undang Nomor39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia

f)Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

PemberantasanTindakPidanaPerdaganganOrang

g)KitabUndang-UndangHukum Pidana

h)Undang-UndangNomor26Tahun2000tentangPengadilanHak

39 RonnyKountur,2004,MetodePenelitian(UntukPenulisanSkripsidan
Tesis),Cet.II,PPM.Jakarta,hlm.16.

40 SoerjonoSoekantodanSriMamudji,2001,PenelitianHukum Normatif,
Cet.V.Ind-Hill-Co.Jakarta,hlm.13.
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AsasManusia

2)BahanHukum Sekunder

Bahanhukum sekunderyaknibahanhukum pendukungataudata

tambahanyangmenjelaskantentangbahanhukum primer,yangtidak

langsung diperoleh oleh penelitidarisubyek penelitannya.Seperti

Rancangan Undang-Undang,hasil-hasilpenelitian,hasilkarya praktisi

hukum,danstudikepustakaan.Bahanhukum sekunderyangdigunakan

dalam penulisanskripsiiniadalahbahanhukum yangdapatmemberikan

penjelasanmengenaibahanhukum primeryakniberupaliteratur-literatur.

3)BahanHukum Tersier

Bahanhukum tersieradalahbahanyangmemberikanpetunjuk

maupunpenjelasanterhadapbahanhukum primerdanbahanhukum

sekunder.41Bahanhukum tersieryangdigunakanberupa:

a.Kamusbesarbahasaindonesia

b.Kamushukum

c.Kamusilmiahpopuler

d.Website

5. MetodeatauTeknikPengumpulanData

Metode pengumpulan data dalam penelitian pada umumnya

dikenaldengan tiga jenis,yaitu studidokumen atau bahan pustaka,

41Ibid,.
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pengamatanatauobservasi,danwawancaraatauinterview.42Dalam hal

inidilakukandengancarastudikepustakaan,yaitudilakukandengancara

membaca dan mempelajaribahan hukum primerdan bahan hukum

sekunder.

6. MetodeatauTeknikAnalisisData

Metodeyangdigunakanmengolahdanmenganalisisdatayang

diperolehdalam penelitianadalahsebagaiberikut:

1)ContentAnalysis,yaitu melakukan analisis isiputusan dengan

mengambilintidariputusanyangmenjadisumberdatayangsesuai

dengankajianskripsiini.

2)Comparativeanalysis,yaitumelakukananalisisisiputusandengan

membandingkan substansiyang sama apakah ada perbedaan,

persamaanpendapathukum danadaatautidaknyakesenjangan.

7. MetodeatauTeknikPenarikankesimpulan

Dalam penyajiandatayangdigunakanolehpenulisadalahsecara

deskriptif,yaitupenulismenggambarkanhasilpenelitianyaknitentang

pertanggungjawabanpidanaterhadappelakutindakpidanaperdagangan

anakditinjaudaritujuanpemidanaansertadasarpertimbanganhakim

42 SoerjonoSoekanto,1986,PengantarPenelitianHukum,Cet.III,UIPress.
Jakarta,hlm.21.
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dalam memutussuatuperkaraPerdagangananakpadaputusannomor

1907/Pid.Sus/2015/PN Plgdan pada putusan nomor

149/Pid.Sus/2015/PNTbh.Adapuntujuandaripenyajiansepertiinitidak

lainberakhirpadakesimpulanberupapengetahuanbaruyangbersifat

khusus yaitu mengetahui dan memahami dengan jelas tentang

pertanggungjawabanpidanaterhadappelakutindakpidanaperdagangan

anakditinjaudaritujuanpemidanaansertadasarpertimbanganhakim

dalam memutussuatuperkaraperdagangananakpadaputusannomor

1907/Pid.Sus/2015/PN Plg dan pada putusan nomor

149/Pid.Sus/2015/PNTbh.

BABII

TINJAUANPUSTAKA

A. TinjauanUmum TentangTindakPidanadanTindakPidanaPerdagangan

Orang

1. PengertianTindakPidana

Istilah delikadalah merupakan kata yang diambildariistilah

bahasalatindelictundandelicta.Delikdalam bahasaBelandadisebut

strafbaarfeit.Strafbaarfeitterdiridaritigakatayaitustraf,baar,danfeit.

Strafdiartikansebagaipidanadanhukum,baardiartikansebagaitindak,

peristiwa,pelanggaran,danperbuatansedangkanfeitartinyasebagian

darikenyataan.SehinggaStrafbaarfeitberartisebagiandarikenyataan
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